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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1  Latar Belakang Masalah  

Kepailitan saat ini menjadi upaya penyelesaian sengketa utang piutang 

yang paling banyak diminati karena dirasa lebih cepat sehingga hak para kreditor 

lebih terjamin.1 Di Indonesia peraturan mengenai kepailitan diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut Undang-Undang Kepailitan 

dan PKPU). Undang-Undang tersebut perlu dikeluarkan karena perkembangan 

perekonomian yang semakin pesat sehingga semakin banyak permasalahan 

utang piutang yang timbul di masyarakat. Oleh karena itu, perlu diatur cara 

penyelesaian masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif. 

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, kepailitan diartikan 

sebagai : Sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan 

pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.  

Kepailitan berawal dari debitor yang ternyata tidak melunasi utang pada  

yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan 

ada di kemudian hari, yang menjadi agunan atas utangnya dapat dijual untuk 

menjadi sumber pelunasan utang-utangnya.2 Harta kekayaan debitor yang 

                                       
1 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 
2  Jono, Hukum Kepailitan, (Jakarta : PT. Sinar Grafika, 2013), hlm.2 
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menjadi agunan tersebut tidak hanya digunakan untuk membayar utangnya, 

tetapi juga menjadi agunan bagi semua kewajiban lain yang timbul karena 

perikatan-perikatan lain maupun kewajiban yang timbul karena undang-undang. 

Syarat utama untuk dapat dinyatakan pailit adalah bahwa seorang debitor 

mempunyai paling sedikit 2 (dua) kreditor dan tidak membayar lunas salah satu 

utangnya yang sudah jatuh waktu. Dalam pengaturan pembayaran ini, tersangkut 

baik kepentingan Debitor sendiri, maupun kepentingan para kreditornya. Dengan 

adanya putusan pernyataan pailit tersebut, diharapkan agar harta pailit Debitor 

dapat digunakan untuk membayar kembali seluruh utang Debitor secara adil dan 

merata serta berimbang. Pernyataan pailit dapat dimohon oleh salah seorang atau 

lebih kreditor, debitor, atau jaksa penuntut umum untuk kepentingan umum. 

Kepailitan tidak membebaskan seorang yang dinyatakan pailit dari kewajiban 

untuk membayar utang-utangnya.  

Pada dasarnya, kepailitan mencakup mengenai harta kekayaan dan bukan 

mengenai harta perorangan debitur. Harta pailit adalah harta milik debitur yang 

dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan. Ketentuan tentang kepailitan 

tersebut diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU secara 

tegas menyatakan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat 

putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama 

kepailitan.  

Kepailitan dilakukan terhadap debitur yang tidak mampu dalam 

membayar seluruh utangnya. Kondisi yang seperti ini membutuhkan jalan keluar 

yang memberikan perlindungan hukum baik bagi kreditor maupun debitor. Salah 

satu jalan keluar yaitu, menggunakan lembaga kepailitan dalam penyelesaian 
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sengketa.3 Penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan pembagian harta 

debitor, namun kreditor yang cukup banyak sedangkan harta yang dimiliki oleh 

debitor tidak cukup untuk melunasi pembayaran utang terhadap kreditornya, 

berbeda dengan apabila kreditornya hanya satu, dimana kreditor dapat 

mengajukan gugatanya di Pengadilan Negeri. Pengadilan Niaga merupakan 

suatu badan peradilan yang khusus menangani permasalahan kepailitan, 

pengadilan tersebut adalah badan peradilan di Indonesia yang digunakan untuk 

menyelesaikan masalah sengketa khususnya pelaku usaha yang berhubungan 

dengan utang piutang yang bukan karena wanprestasi, karena ada utang yang 

timbul karena salah satu pihak wanprestasi yaitu tidak melakukan prestasi 

dengan sebagaimana mestinya.  

Permasalahan yang banyak dihadapi dalam menyelesaikan dan memutus 

suatu perkara kepailitan. Hakim yang berwenang dalam Pengadilan Niaga 

tersebut, merupakan hakim niaga yang harusnya tanggap dalam menangani dan 

memahami masalah kepailitan, serta hakim yang menangani awal kasus 

perdamaian tersebut.4 Permasalahan yang sedang terjadi dalam perkara 

kepailitan adalah mengenai pembatalan perdamaian. Permasalahan pembatalan 

perdamaian tersebut sudah di jelaskan baik pengertian maupun batasan-batasan 

yang secara kongkrit dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.5 

Berdasarkan ketentuan Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU 

dijelaskan sebagai berikut : “Kreditor dapat menuntut pembatalan suatu 

perdamaian yang telah disahkan apabila debitor lalai dalam isi perdamaian 

                                       
3  Jono, Op.Cit, hlm. 8 
4 Djaja S. Meliala, Hukum Perdata Dalam Prespektif BW, (Bandung: Nuansa Aulia, 

2014), hlm. 168 
5 Jono, Hukum Kepailitan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 8 
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tersebut.” Menurut ketentuan Pasal 291 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan 

PKPU juga dijelaskan bahwa: “Putusan Pengadilan yang membatalkan 

perdamaian, debitor juga harus dinyatakan pailit.” 

Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU sudah diberikan 

paparan secara jelas serta terperinci tentang pembatalan perdamaian dan 

permohonan pailit dalam perkara kepailitan tersebut. Berkaitan dengan 

permasalahan pembatalan perdamaian kasus kepailitan penulis melakukan kajian 

contoh kasus, sebagaimana terjadi perkara kepailitan dalam Putusan Nomor 12/ 

Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. Pembatalan perdamaian 

tersebut dikabulkan atas dasar pertimbangan hukum hakim bahwa Termohon 

telah diberikan kesempatan untuk melunasi hutang-hutang kepada Pemohon dan 

para kreditur lainnya, namun Termohon tidak dapat melunasinya dan selama 

dalam persidangan terungkap fakta bahwa masih ada juga kreditur lainnya yang 

juga belum dibayar oleh Termohon dan ada juga yang telah dibayar oleh 

Termohon kepada kreditur lainnya sebagaimana juga keterangan saksi dari 

Termohon. Dari bahwa bukti-bukti tersebut dapat diketahui bahwa Termohon 

mempunyai hutang juga kepada kreditur lainnya sebagaimana tersebut diatas dan 

ada yang sudah dibayar lunas dan ada yang masih belum terbayar seluruhnya. 

Perdamaian kepailitan yang telah diberi pengesahan oleh Pengadilan 

Niaga hanya menimbulkan akibat hukum bagi kreditor konkuren. Perdamaian 

tersebut tidak menimbulkan akibat hukum bagi kreditor separatis dan kreditor 

preferen. Meskipun telah tercapai perdamaian kepailitan, namun kreditor 

separatis dan kreditor preferen tetap mendapat pelunasan piutang secara penuh. 

Perdamaian kepailitan juga tidak menimbulkan akibat hukum bagi pihak ketiga 
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jika debitor melakukan perikatan dengan pihak ketiga. Jika debitor melakukan 

perikatan dengan pihak ketiga, maka harta debitor yang tidak menjamin jaminan 

piutang kreditor separatis, harta tersebut sebagai jaminan perikatan pihak ketiga 

disamping sebagai jaminan piutang kreditor konkuren.  

Perdamaian (accord) merupakan upaya yang dilakukan debitur dengan 

para kreditur konkuren sebagai sarana dan upaya untuk menyelesaian kredit 

macet karena tujuan utama dari perdamaian dengan rekstrukturisasi utang adalah 

memberi kesempatan kepada debitur untuk dapat terus berusaha dengan tenang, 

sehingga debitur dapat melunasi utang-utangnya dan terlindar dari pailit. 

Perdamain merupakan salah satu mata rantai dalam proses penundaan kewajiban 

pembayaran utang. Pada prinsipnya perdamaian merupakan “kata sepakat” 

antara para pihak yang beritikad untuk mencari keadilan, jalan terbaik bagi para 

pihak (win-win solution) hak melindungi hak-hak para pihak yang bertikai yaitu 

debitur dan kreditur. Melindungi kepentingan Kreditur ini merupakan salah satu 

tujuan dari hukum kepailitan disamping tujuan-tujuan lain dari hukum kepailitan 

seperti menghindarkan adanya pertentangan apabila ada lebih dari satu Kreditor 

pada waktu yang sama meminta pelunasan piutangnya dari Debitor. 

Suatu perdamaian kepailitan yang telah diberi pengesahan oleh 

pengadilan niaga dan pengesahan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum 

tetap, perdamaian tersebut dapat dibatalkan dalam Pasal 170 ayat (1) Undang-

Undang Kepailitan dan PKPU, kreditor dapat menuntut pembatalan suatu 

perdamaian yang telah disahkan apabila debitor lalai memenuhi perdamaian 

tersebut. 
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Hal yang  menarik pada kasus perkara Nomor 12/Pdt.Sus-Pembatalan 

Perdamaian/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst adalah timbulnya kreditur baru setelah 

putusan kepailitan yang diikuti dengan permohonan perdamaian oleh kreditur. 

Perlu diingat bahwa putusan perdamaian terjadi setelah debitur dinyatakan atau 

berada dalam keadaan pailit terlebih dahulu. Oleh karena itu perdamaian pada 

dasarnya menjadi satu kesatuan dengan kepailitan.  Berdasarkan beberapa hal 

tersebut di atas penulis ingin mengkaji dan menuangkan masalah pembatalan 

perdamaian dalam perjanjian pembayaran utang dalam kepailitan dalam 

perspektif Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dan ketentuan KUH Perdata 

dalam bentuk penulisan hukum dengan judul :  Pembatalan Perjanjian 

Perdamaian Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

(Studi Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2019/PN.Niaga. 

Jkt.Pst) 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis 

mencoba mengidentifikasikan 2 (dua) perrmasalahan sebagai berikut :   

1. Apakah dasar pertimbangan hukum yang dipergunakan oleh hakim pada 

Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-Pembatalan-Perdamaian/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst ?  

2. Apakah Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-Pembatalan-Perdamaian/2019/PN. 

Niaga.Jkt.Pst telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang 

Kepailitan ? 

1.3   Tujuan Penelitian 

       Tujuan dari penulisan hukum ini adalah :  
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1. Untuk mengetahui dan memahami dasar pertimbangan hukum yang 

dipergunakan oleh hakim pada Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-Pembatalan-

Perdamaian/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst 

2. Untuk mengetahui dan memahami kesesuaian Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-

Pembatalan-Perdamaian/2019/PN. Niaga.Jkt.Pst dengan ketentuan dalam 

Undang-Undang Kepailitan. 

 1.4   Manfaat Penelitian 

        Hasil penelitian ini nantinya diharapkan akan dapat memberikan manfaat : 

1. Dapat memberikan gambaran tentang kekuatan hukum perjanjian 

perdamaian dalam masalah utang piutang antara debitur dan kreditur. 

2. Bagi penulis, dapat memperluas wawasan dan penghayatan berdasarkan teori 

maupun praktek, sehingga penyusunan penulisan hukum ini diharapkan 

dapat bermanfaat pula bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum 

perdata, hukum perusahaan dan hukum kepailitan.  

1.5   Metode Penelitian 

1.5.1 Pendekatan Masalah 

Pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang 

dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek 

mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari 

jawabannya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan 3 (tiga) 

macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan 

konseptual dan pendekatan kasus : 
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1. Pendekatan perundang-undangan (statute approach), dengan menelaah 

semua undang undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum 

yang sedang diteliti, untuk memecahkan isu yang dihadapi 6 

2. Pendekatan konseptual (conseptual approach), dengan merujuk pada 

prinsip-prinsip hukum, melalui pandangan-pandangan sarjana ataupun 

doktrin-doktrin hukum.7 

3. Pendekatan kasus (case approach) yaitu pendekatan kasus dengan meneliti 

alasan-alasan hukum yang dipergunakan oleh hakim untuk sampai kepada 

putusannya, dengan memperhatikan fakta materiil. 

1.5.2 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis 

normatif. Penelitian yuridis normatif menurut Peter Mahmud Marzuki adalah 

permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini 

difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum 

positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai 

macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-

literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan 

permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.8 

1.5.3  Bahan Hukum   

       Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum 

primer, bahan hukum sekunder dan non hukum, sebagai berikut :  

                                       
6 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, edisi revisi : Kencana Prenada Media 

Group, Jakarta, 2016, hlm.93 
7  Ibid, hlm.138 

                     8 Ibid, hlm.27 
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1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya 

mempunyai otoritas, terdiri dari perundang-undangan, catatan–catatan resmi 

atau risalah dalam pembuatan perundang undangan dan putusan–putusan 

hakim.9 Bahan hukum primer tersebut, antara lain :  

a) Kitab Undang Undang Hukum Perdata (BW) 

b) HIR dan RBg 

c) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa 

d) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang  

2. Bahan hukum sekunder adalah seluruh informasi tentang hukum yang 

berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Adapun yang termasuk 

dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku, dan situs-situs 

internet terkait pokok permasalahan yang dibahas.  

1.5.4  Teknik Pengambilan Bahan Hukum  

Untuk memperoleh bahan hukum yang valid serta prosedur pengumpulan 

dan pengolahan data yang benar dalam penulisan hukum ini, dilakukan dengan 

menkaji atau mempelajari dan memahami beberapa literatur dan perundang-

undangan serta dokumentasi-dokumentasi yang berkaitan dan berhubungan erat 

dengan pokok permasalahan penulisan skripsi hukum ini. 

1.5.5  Analisis Bahan hukum 

 Analisa bahan hukum dalam hal ini dilakukan secara kualitatif dengan 

mengkaji hasil penelitian dengan penyusunan kalimat-kalimat secara sistematis 

                                       
    9   Ibid, hlm.164 
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berdasarkan pada peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

ilmu hukum. Pembahasan dilakukan secara berurutan sesuai dengan urutan 

pokok permasalahan. Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil 

penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum 

deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang 

bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau 

menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat 

data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang 

diperoleh,  ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan 

dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif.  

Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu 

penelitian hukum, yaitu : 

a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak 

relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ; 

b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai 

relevansi juga bahan-bahan non-hukum ; 

c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-

bahan yang telah dikumpulkan 

d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu 

hukum 

e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di 

dalam kesimpulan.10 

 

 

 

 

 

 

                                       
   10 Ibid, hlm.171 


